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PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 12050xxx, tempat dan tanggal lahir Stabat Lama, 08 Juli 1991,
umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan,

Darlis Selian bin Abdul Azis Selian, NIK 1102021011860001, tempat dan
tanggal lahir Lawe Sigalagala, 10 November 1986, umur 37
tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten

Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada
hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan
telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/30/XI1/2020,
tertanggal 23 Desember 2020;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan
duda;

Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah
milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2021 (1 tahun berumah tangga) hingga saat
ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi yang disebabkan karena :

a. Tergugat suka bermain judi online;
b. Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, dan bahkan
Tergugat sering tidak pulang kerumabh;

C. Tergugat dan Penggugat sering berselisih yang dipicu karena masalah
keuangan;
d. Tergugat pernah terlibat dalam transaksi jual beli narkoba, akibat dari

perbuatannya tersebut Tergugat sering dicari-cari orang tidak dikenal
dan bahkan pernah beberapa kali dipanggil Polisi;

e. Tergugat sering merasa tidak senang, marah dan bahkan pernah melakukan
kekerasan fisik (memukul) Penggugat ketika Penggugat mencoba
memberinya saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubabh;

6. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah
didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
tanggal 01 Oktober 2023 yang kembali dipicu karena Tergugat masih saja
terlibat dalam transaksi narkoba, sehingga Tergugat sering dicari-cari orang
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dan bahkan Tergugat tidak pulang kerumah, sehingga karena hal tersebut
Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, hingga akhirnya
Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orang
tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

9. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama lagi hingga saat ini lebih 3 bulan lamanya, maka hak dan
kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak
saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami
terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Darlis Selian bin Abdul Azis

Selian) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak
dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat kepada
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata atas
nasihat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis
tanggal 15 Februari 2024 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas | B dengan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk Kkeperluan pemeriksaan perkara ini,
berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah
dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat
kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata
atas nasihat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis
tanggal 15 Februari 2024 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas | B dengan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Sth., tanggal 29 Januari 2024 yang dimohonkan oleh
Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat
permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement
of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak
lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum
terserang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak
ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap
perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa
perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 29
Januari 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 29 Januari 2024 dikabulkan, maka
Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb
dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs.H.Badaruddin
Munthe,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H. Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan  :Rp 450.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah ‘Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
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